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Menimbang

Mengingat

GUBERNUR I(ALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 ayat (21,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, Perangkat
Daerah menJrusun Perubahan Rencana Kerja dan ditetapkan
paling lambat satu bulan setelah Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Rencana Keq'a Perangkat Daerah Tahun 2025;

1 . Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (i.,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 7377621742111

Pos-el humas@kaltimprov.go. id Laman http://kaltimprov. go. id
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3. Unciang-Undang Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
24+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keq'a menjadi Undang-Undang (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor i0 Tahun 2A22 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67811;

5. Peraturan l,{enteri Dalam }Jegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O361;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OI7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Pr€ficaria Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, dan Rencalra
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Tnformasi Pemerint=ahan Daerah (Berita Negara. Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor laa7l;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimanrtan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur ( Lembar Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 201.5 Nomor 9) sebagaimaiia diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah
Pror,-insi Iklimantan Timur Tahun 2C25 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 46);
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IVII'IVIU I UbI1'AI\ :

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Keq'a Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya
disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan
sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wqjib dan/atau Umsan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ya.ng disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

(1) P-Renja PDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. BAB I. Pendahuluan;
b. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun l,alu;
c. BAB III. Rencana Kery'a dan Pendanaan; dan
d. BAE} IV. Penutup.

(2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Ra$'at;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Keq'a dan Transmigrasi;
k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;
1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarahat dan Pemerin*.ahan Desa;

o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
u. Dinas Pariwisata;
v. Dinas Perkebunan;
w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
x. Dinas Kehutanan;
y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;
aa. Sekretariat Daerah;
bb. Sekretariat DPRD;
cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
dd. Badan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Badan Kepegawaian Daerah;
gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
hh.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
ii. Badan Penghubung Provinsi;

ij. Inspektorat Daerah; dan
kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

R.LIDY MASUD

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Septembet 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVTNSI KALIMANTAN TIMUR,

SRI WAHYUNI

sesual dengan aslinya
PROV. KALTIM

ROBI
ttd \

I

I/o

12 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48.
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ENGANTAR 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan YME 

yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya untuk kita 

semua sehingga tersusunnya dokumen Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2025. 

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen 

membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan 

stakeholders terhadap Provinsi Kalimantan Timur. 

Perubahan Renja (P-Renja) Tahun 2025   disusun   dengan   mempedomani 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. 

 Samarinda, 12 September 2025 

 

 Kepala Dinas Pariwisata 

 Prov. Kalimantan Timur 

  

 

 

 

 

 Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si. 

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 197304171999032007 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang  

selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)  

tahun.  Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan 

Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan TImur mempunyai arti yang 

strategis dalam mendukung penyelenggaraan  program pembangunan   

tahunan  pemerintahan  daerah  mengingat  beberapa  hal  sebagai berikut : 

 

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan 

dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam  

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program  

kegiatan kedalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan perencanaan 

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) tahun 2025. 

3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi 

pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana 

capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai 

wujud dari kinerja Perangkat Daerah. 

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah  

daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen 

Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain: 
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1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan. 

2. Program  dalam  Renja  harus  sesuai  dengan  program  prioritas  

sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari 

RPJP-D Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2025  dan Rencana  

Pembangunan  Daerah 2024-2026 Serta Renstra Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. 

3. Program  dan  kegiatan  dalam  Perubahan  Renja  OPD  harus  selaras  

dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku 

kepentingan dalam forum Musrenbang. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara 

Perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan 

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan 

jangka menengah daerah, dan renacana kerja pemerintah daerah; 

3. Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

4. Peraturan Gubernur Nomor  19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur; 

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 28 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2025; 

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 43 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan RKPD Kaltim 2025; 

7. Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata Tahun 2024-2026; 

8. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Talanpekda) Provinsi 

Kalimantan Timur Periode 2021-2025; 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud  dari  penyusunan   Perubahan   Rencana   Kerja  ini  adalah  

sebagai panduan  dalam  mengevaluasi  pelaksanaan  program,  kegiatan  dan  

sub  kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan  tujuan 

disusunnya  Rencana  Kerja  Perubahan  PD adalah  untuk  memasukkan  

program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  yang  ada  di Perubahan   Rencana   

Kerja  (P-RENJA)   ke  dalam   Perubahan   Kebijakan  Umum Anggaran dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PKUA-PPAS) Tahun 2025. 

Dengan  terbatasnya  pendanaan  sehingga  terdapat  beberapa  sub 

kegiatan yang mengalami efisiensi di anggaran tahun 2025. Untuk itu dalam 

penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran di 

pos-pos belanja yang menunjang pelaksanaan operasional dinas. 

1.4      Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi 

Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1   Latar Belakang 

 1.2   Landasan Hukum 

1.3   Maksud dan Tujuan 

 1.4   Sistematika Penulisan 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II 

2.1  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II 

Tahun 2025 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV PENUTUP  
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

 

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 

 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 

II dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Timur 

 

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata 

Kode 

Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 
Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 
Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

3.26.

02 

Program : 

Peningkatan 

Daya Tarik 

Destinasi 

Pariwisata 

Persentase 

Pengembangan 

Daya Tarik Wisata 

(%) 

63,33 2.683.570.051 20  30 0 0 30 252.627.108 

3.26.

02.1.

01 

Kegiatan : 

Pengelolaan 

Daya Tarik 
Wisata Provinsi 

Persentase Daya 

Tarik Wisata yang 

dikelola (%) 

66,67 1.730.721.190 0 0 0 0 0 0 

3.26.

02.1.

01.00

01 

Penetapan 

Daya Tarik 

Wisata 

Unggulan 

Provinsi 

Jumlah Lokasi Daya 

Tarik Wisata 

Unggulan Provinsi 

2 315.000 0 0 0 0 0 0 

3.26.

02.1.

01.00

06 

Perencanaan 

Daya Tarik 

Wisata Provinsi 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Pengembangan 

Daya Tarik Wisata 
Provinsi yang sah 

dan legal ditetapkan 

Kepala Daerah 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3.26.

02.1.

02 

Kegiatan : 

Pengelolaan 

Kawasan 

Strategis 

Pariwisata 
Provinsi 

Persentase 

Kawasan Strategis 

yang Dikelola 

 

100 923.353.134 0 50 0 0 50 79.195.000 

3.26.

02.1.

02.00

04 

Pengadaan/Pe

meliharaan/Re

habilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

dalam 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Provinsi 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 
Provinsi yang 

Tersedia dan 

Terpelihara 

4 779.353.134 1 2 0 0 2 79.195.000 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

3.26.

02.1.

03 

Kegiatan : 

Pengelolaan 

Destinasi 
Pariwisata 

Provinsi 

Persentase 

Destinasi yang 

Dikelola 

100 2.112.733.245 0 40 0 0 40 81.356.800 

3.26.

02.1.

03.00

04 

Pengadaan/Pe

meliharaan/Re

habilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

dalam 

Pengelolaan 
Destinasi 

Pariwisata 

Provinsi 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana 

Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 

Provinsi yang 

Tersedia dan 

Terpelihara 

3 681.488.000 0 1 0 0 1 0 

3.26.

02.1.

03.00

10 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Pengelola 

Destinasi 

Pariwisata 
Provinsi 

Jumlah Orang 

Pengelola 

Pariwisata Strategis 

Provinsi yang 

Dikembangkan 

120 846.674.420 0 90 0 0 90 79.196.800 

3.26.

02.1.

03.00

12 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Provinsi 

Jumlah Laporan 

Hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 

Provinsi 

1 177.739.497 0 0 0 0 0 2.160.000 

3.26.

02.1.

04 

Kegiatan : 

Penetapan 

Tanda Daftar 

Usaha 

Pariwisata 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kot

a dalam 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

Persentase 

Rekomendasi Tanda 

Daftar Usaha 

pariwisata yang 

Ditertibkan 

100 478.600.000 0 100 0 0 100 92.075.308 

3.26.

02.1.

04.00

06 

Pembinaan 
dan 

Pengawasan 

untuk 

memastikan 

Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Melaksanakan 
Standar Usaha 

Risiko 

Menengah 

Rendah 

Jumlah usaha yang 
dibina dan diawasi 

10 107.600.000 0 10 0 0 10 37.695.000 

3.26.

02.1.

04.00

09 

Fasilitasi 

Pendampingan 

Penerbitan 

Perizinan 

Berusaha 
Berbasis Risiko 

Sektor 

Pariwisata dan 

Ekonomi 

Kreatif (Tingkat 

Risiko 

Menengah 
Tinggi) 

Jumlah 

Industri/Usaha 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

yang Memperoleh 
Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko 

(Tingkat Menengah 

Tinggi) 

10 90.400.000 0 10 0 0 10 54.380.308 

3.26.

02.1.

04.00

10 

Pengelolaan 

Investasi 

Pariwisata 

Provinsi 

Jumlah Laporan 

Pengelolaan 

Investasi Pariwisata 

Provinsi 

1 0 0 0 0 0 0 0 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

3.26.

03 

Program : 

Pemasaran 

Pariwisata 

Rata - rata lama 

tinggal Wisatawan 

Mancanegara 

2,70 4.517.052.956 0 0 0 0 0 670.402.350 

Rata - rata lama 
tinggal Wisatawan 

Nusantara 

1,65      

3.26.

03.1.

01 

Kegiatan : 

Pemasaran 

Pariwisata 

Dalam dan 

Luar Negeri 

Daya Tarik, 

Destinasi dan 
Kawasan 

Strategis 

Pariwisata 

Provinsi 

Persentase 

Pemasaran 

Pariwisata Dalam 

dan Luar Negeri 

yang Terlaksana 

100 4.805.608.966 0 0 0 0 0 670.402.350 

3.26.

03.1.

01.00

01 

Penguatan 

Promosi 

Melalui Media 

Cetak, 
Elektronik, dan 

Media Lainnya 

Baik Dalam 

dan Luar 

Negeri 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penguatan 

Promosi Melalui 

Media Cetak, 
Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik 

Dalam dan Luar 

Negeri 

10 3.395.867.056 1 5 0 0 5 436.256.500 

3.26.

03.1.

01.00

05 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pengembangan 

Pemasaran 

Pariwisata 

Jumlah Dokumen 

Hasil Monitoring 

dan Evaluasi 

Pengembangan 

Pemasaran 

Pariwisata 

6 283.143.430 0 3 0 0 3 47.340.850 

3.26.

03.1.

01.00

06 

Fasilitasi 

Kegiatan 

Pemasaran 

Pariwisata Baik 

Dalam dan 

Luar Negeri 

Jumlah Kegiatan 

Pemasaran 

Pariwisata Baik 

Dalam dan Luar 

Negeri 

5 838.042.470 0 2 0 0 2 186.805.000 

3.26.
04 

Program : 
Program 

Pengembangan 

Ekonomi 

Kreatif Melalui 

Pemanfaatan 

Dan 

Perlindungan 

Hak Kekayaan 
Intelektual 

Persentase Pelaku 
ekonomi kreatif 

yang berkembang 

88 4.913.212.051 5 40 0 0 40 772.860.974 

3.26.

04.1.

01 

Kegiatan : 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Kota 

Kreatif 

Persentase Sarana 

dan Prasarana Kota 

Kreatif yang 

Berfungsi dengan 

Baik 

88 3.734.227.431 0 0 0 0 0 92.527.935 

3.26.

04.1.

01.00
03 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengembangan 
Ruang Kreasi 

dan Jaringan 

Orang Kreatif 

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 
Pengembangan 

Ruang Kreasi dan 

Jaringan Orang 

Kreatif 

3 106.500.000 0 0 0 0 0 12.486.435 

3.26.

04.1.

01.00

05 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Peningkatan 

Usaha Kreatif 

Terutama bagi 
Usaha Pemula 

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

dan Sinkronissi 

Peningkatan Usaha 

Kreatif Terutama 
bagi Usaha Pemula 

1 80.674.517 0 0 0 0 0 0 

3.26.

04.1.

Perluasan 

Pasar Produk 

Jumlah dokumen 

promosi yang 

2 3.213.312.054 0 0 0 0 0 80.041.500 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

01.00

06 

Kreatif Baik di 

Pasar Ekspor 

maupun Pasar 
Domestik 

dilakukan dalam 

rangka  Perluasan 

Akses Pasar Produk 
Kreatif Baik Pasar 

Ekspor dan Pasar 

Domestik 

3.26.

04.1.

02 

Kegiatan : 

Pengembangan 

Ekosistem 

Ekonomi 

Kreatif  

Persentase 

Subsektor Ekonomi 

Kreatif yang 

Dikembangkan 

80 2.117.284.600 0 38 0 0 38 680.333.039 

 

3.26.

04.1.

02.00

05 

Pengembangan 

Sistem 
Pemasaran 

Jumlah Dokumen 

Hasil 
Pengembangan 

Sistem Pemasaran 

Ekonomi Kreatif 

1 99.900.000 0 1 0 0 1 99.789.000 

3.26.

04.1.

02.00

10 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Pengembangan 

Ekosistem 
Ekonomi 

Kreatif 

Jumlah Dokumen 

Hasi Monitoring dan 

Evaluasi 

Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 

Kreatif 

10 413.520.000 0 5 0 0 0 240.193.439 

3.26.

04.1.

02.00

17 

Penyusunan 

Rencana Aksi 

Pengembangan 

Ekonomi 

Kreatif Daerah 

Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

Daerah 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3.26.

04.1.

02.00
18 

Fasilitasi 

Pendaftaran 

Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah produk Hasil 

Pencatatan atas 

Hak Cipta dan Hak 
Terkait, Pendaftaran 

Hak Kekayaan 

Industri kepada 

Pelaku Ekonomi 

Kreatif 

3 31.000.000 0 1 0 0 1 21.000.000 

3.26.

04.1.

02.00
19 

Penyediaan 

Infrastruktur 

Ekonomi 
Kreatif 

Jumlah Infrastruktur 

Ekonomi Kreatif 

1 968.305.480 0 0 0 0 0 319.350.600 

3.26.

05 

Program : 

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata Dan 

Ekonomi 

Kreatif 

Persentase SDM 

Parekraf yang 

Tersertifikasi 

66 3.901.763.938 0 56 0 0 56 426.560.272 

3.26.

05.1.

01 

Kegiatan : 

Pelaksanaan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia 

Pariwisata dan 

Ekonomi 

Kreatif Tingkat 
Lanjutan 

Persentase Pelaku 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

yang Meningkat 

Kapasitasnya 

64 5.327.614.054 16 56 0 0 56 426.560.272 

3.26.

05.1.

01.00

04 

Fasilitasi 

Sertifikasi 

Kompetensi 

bagi Tenaga 

Kerja Bidang 

Pariwisata 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Fasilitasi 

Sertifikasi 

Kompetensi bagi 

Tenaga Kerja 

Bidang Pariwisata 

590 2.031.167.638 30 190 0 0 190 331.601.931 

3.26.

05.1.

01.00
08 

Fasilitasi 

Proses Kreasi, 

Produksi, 
Distribusi 

Jumlah Laporan 

Hasil Fasilitasi 

Proses Kreasi, 
Produksi, Distribusi 

5 236.029.100 0 1 0 0 1 34.630.000 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

Konsumsi, dan 

Konservasi 

Ekonomi 
Kreatif 

Konsumsi, dan 

Konservasi Ekonomi 

Kreatif 

3.26.

05.1.

01.00

14 

Pemberdayaan 

dan 

Pembinaan 

Masyarakat 

untuk 

Pengembangan 

Pariwisata 

Jumlah Masyarakat 

yang memperoleh 

Pemberdayaan dan 

Pembinaan 

Masyarakat untuk 

pengembangan 

Pariwisata 

200 763.769.750 0 60 0 0 60 42.531.241 

3.26.

05.1.
01.00

17 

Pengembangan 

Kompetensi 
Sumber Daya 

Manusia 

Ekonomi 

Kreatif 

Jumlah SDM 

Ekonomi Kreatif 
yang mendapat 

Fasilitasi 

Pengembangan 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif 

80 627.457.056 0 30 0 0 30 17.797.100 

3.26.

05.1.
01.00

18 

Monitoring dan 

Evaluasi 
Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

Ekonomi 

Kreatif 

Jumlah Laporan 

Hasil  Monitoring 
dan Evaluasi 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

4 111.627.620 0 0 0 0 0 0 

3.26.

05.1.

02 

Kegiatan : 

Pengembangan 

Kapasitas 

Pelaku 

Ekonomi 

Kreatif 

Persentase Pelaku 

Ekraf yang 

Berkembang 

Kapasitasnya 

66 1.159.400.000 0 0 0 0 0 0 

3.26.

05.1.

02.00

01 

Pelatihan, 

Bimbingan 

Teknis, dan 

Pendampingan 

Ekonomi 

Kreatif 

Jumlah Orang yang 

mengikuti Pelatihan, 

Bimbingan Teknis, 

dan Pendampingan 

Ekonomi Kreatif 

60 131.712.774 0 0 0 0 0 0 

3.26.
01 

Program : 
Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Provinsi 

Indeks Kualitas 
Layanan 

Kesekretariatan 

81 21.817.472.55
4 

0 61 0 0 61 9.561.363.950 

Persentase Keluhan 

Pengguna Layanan 

Yang Ditindaklanjuti 

100 0 50 0 0 50 

3.26.

01.1.

01 

Kegiatan : 

Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

Dokumen 

Perencanaan dan 
Penganggaran yang 

Ditetapkan Tepat 

Waktu 

90 % 1.458.000.000 20 60 0 0 60 334.261.321 

3.26.

01.1.

01.00

01 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

6 898.148.568 2 4 0 0 4 329.421.321 

3.26.

01.1.

01.00

06 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

3 170.000.000 0 2 0 0 2 4.840.000 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

3.26.

01.1.

01.00
07 

Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

3 14.200.000 0 2 0 0 2 0 

3.26.

01.1.

02 

Kegiatan : 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Persentase ASN 

yang Mendapatkan 

Layanan 

Administrasi 

Keuangan Tepat 

Waktu 

82 12.052.159.01

6 

20 82 0 0 82 5.537.856.148 

3.26.

01.1.

02.00
01 

Penyediaan 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

60 12.370.164.33

5 

74 60 0 0 60 5.363.466.148 

3.26.

01.1.

02.00

02 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

12 472.200.000 3 6 0 0 6 174.390.000 

3.26.

01.1.

05 

Kegiatan : 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat 

Daerah 

Persentase SDM 

Aparatur yang 

Mengikuti 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

70 4.487.944 0 22 0 0 22 0 

3.26.

01.1.

05.00

04 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi 

dan Pelaksanaaan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

6 4.487.944 0 2 0 0 2 0 

3.26.

01.1.

06 

Kegiatan : 

Administrasi 

Umum 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Penyediaan barang 

dan Jasa 

12 5.822.110.488 3 6 0 0 6 1.455.780.417 

3.26.

01.1.

06.00

01 

Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneran

gan Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

16 50.029.411 4 7 0 0 7 13.043.400 

3.26.

01.1.
06.00

02 

Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

30 1.844.279.650 8 13 0 0 13 1.148.381.396 

3.26.

01.1.

06.00

04 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

2 10.321.000 1 1 0 0 1 1.435.0000 

3.26.

01.1.
06.00

05 

Penyediaan 

Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 

Disediakan 

10 90.021.833 2 5 0 0 5 46.202.400 

3.26.

01.1.

06.00

09 

Penyelenggara

an Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

130 922.620.000 10 20 0 0 20 246.718.221 

3.26.

01.1.

08 

Kegiatan : 

Penyediaan 

Jasa 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Tersedianya Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

12 5.485.549.532 3 6 0 0 6 2.094.277.528 

3.26.

01.1.

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

12 735.878.900 3 6 0 0 6 268.801.608 
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Kode 
Program, 

Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan 

Target Kinerja Capaian 

Program  

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Tahun 2025 

Realisasi Capaian Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat Daerah 

yang Dievaluasi Tahun 2025 

I II III IV  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

K Rp     K Rp 

08.00

02 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

3.26.

01.1.
08.00

03 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 
dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

8 458.757.600 2 3 0 0 3 133.470.480 

3.26.

01.1.

08.00

04 

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

12 3.445.665.313 3 6 0 0 3 1.692.005.440 

3.26.

01.1.

09 

Kegiatan: 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Sarana 
dan Prasarana 

Kantor yang 

Berfungsi dengan 

Baik 

80 411.698.000 6 35 0 0 35 139.188.536 

3.26.
01.1.

09.00

01 

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan 

dan Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan 

Pajaknya 

23 330.698.000 6 10 0 0 10 139.188.536 

 

Berikut  pencapaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 

anggaran 2025, Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan  Daerah 

Kabupaten/  Kota dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 

dengan target 81% dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang 

Ditindaklanjuti dengan target 100%,  Program Peningkatan Daya Tarik 

Destinasi Pariwisata dengan indikator Persentase Pengembangan Daya Tarik 

Wisata 63.33% dan capaian kinerja mencapai 30%, Program Pemasaran 

Pariwisata dengan indikator Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara 

2.70, dan Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara 1.65 capaian kinerja 

mencapai 100%, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui 

Pemanfaatan dan Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator 

Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang 88% dengan capaian 

kinerja 40%, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif dengan indikator Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi 66% 

dengan capaian kinerja 56%. 
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Secara keseluruhan untuk rata-rata capaian kinerja sudah baik dan 

sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur yang telah direncanakan 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kalimantan Timur serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan VISI dan Misinya yang 

diharapkan mampu mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kalimantan Timur 

sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, dapat meningkatkan 

industri pariwisata Kalimantan Timur sebagai penopang perekonomian daerah 

selain kekayaan sumber daya alamnya, mampu meningkatkan seni dan 

budaya daerah untuk selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai karakter jati 

diri dan pemersatu bangsa, serta dapat  meningkatkan penyelenggaraan 

pariwisata yang profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Visi Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan, 2 (dua) 

sasaran strategis dan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan yang diukur 

dengan 4 (empat) indikator utama. Perihal tersebut dapat dijelaskan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Timur 

 
No 

 

Indikator 

 

SPM/ 

Standar 

Nasional 

 

IKK 

 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan 

Analisis 

 
Tahun 

2024 

(n-1) 

Tahun 

2025 

(n) 

Tahun 

2026 

(n+1) 

Tahun 

2024  

(n-1) 

Tahun 

2025 

(n) 

Tahun 

2025 

(n) 

Tahun 

2026 

(n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) 

            

1. Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sektor 

Pariwisata 

- - 9,18 9,20 9,22 11,67 0,23 9,20 9,22 Realisasi 

sampai 

dengan TW II 

2. Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

nusantara 

dan 

mancanegara 

[Orang] 

- - 6.918.000 7.238.000 7.820.400 9.437.981 

 

2.860.406 6.918.000 7.238.000 Data 

Kunjungan 

Sementara 

berdasarkan 

Olah Data 

Dinas 

Pariwisata s.d 

TW III (Data 

masih 

bergerak) 

 a. Wisatawan 

nusantara 

(wisnus) 

[Orang] 

- - 6.900.000 7.219.000 7.800.000 9.382.976 

 

2.842.572 6.900.000 7.219.000 

 b. Wisatawan 

mancaneg

ara 

(wisman) 

[Orang] 

- - 18.000 19.000 20.400 55.005 17.834 18.000 19.000 

3. Nilai 

Akuntabilitas 

- - 70 72 75 62,60 66 72 75  
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Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

4. Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Perangkat 

Daerah 

- - 88,20 88,30 88,40 83,50 85,69 88,30 88,40  

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  

Beberapa point sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisataan dan 

ekonomi kreatif Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata 

dan ekonomi kreatif daerah. 

2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata 

sebagai kebutuhan dan gaya hidup . 

3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif. 

4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh . 

5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi 

ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut 

khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, 

Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni 

Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik). 

6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan 

dinamis. 

7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh. 

8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin 

tumbuh dan berkembang. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

          Dinas Pariwisata 37.833.071.550,00 

3         URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 37.833.071.550,00 

3 26       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 37.833.071.550,00 

3 26 01     PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Persentase Keluhan 
Pengguna Layanan 
Yang Ditindaklanjuti 
Indeks Kualitas 
Layanan 
Kesekretariatan 

100 
81 % 
Indeks 

100 
81 % 
Indeks 

21.817.472.554,00 

3 26 01 1.01   Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran yang 
Ditetapkan Tepat 
Waktu 

90 % 90 % 1.458.000.000,00 

3 26 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

            Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6 
Dokumen 

6 
Dokumen 

898.148.568,00 

3 26 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

            Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3 
Laporan 

3 Laporan 170.000.000,00 

3 26 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

            Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
 

3 
Laporan 

3 Laporan 14.200.000,00 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 26 01 1.02   Administrasi 

Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase ASN yang 
Mendapatkan Layanan 
Administrasi Keuangan 
Tepat Waktu 

82 % 82 % 12.052.159.016,00 

3 26 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

            Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

74 
Orang/ 
Bulan 

60 Orang/ 
Bulan 

12.370.164.335,00 

3 26 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 
 
ASN 

            Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

472.200.000,00 



14 
 

 

Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

3 26 01 1.05   Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase SDM 
Aparatur yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan  

70 % 70 % 4.487.944,00 

3 26 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 

            Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

6 
Dokumen 

6 
Dokumen 

4.487.944,00 

3 26 01 1.06   Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan barang 
dan Jasa 

12 Bulan 12 Bulan 5.822.110.488,00 

3 26 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

            Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

16 Paket 16 Paket 50.029.411,00 

3 26 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

            Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

20 Paket 30 Paket 1.844.279.650,00 

3 26 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

            Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

2 Paket 2 Paket 10.321.000,00 

3 26 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

            Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

10 Paket 10 Paket 90.021.833,00 

3 26 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
 
Konsultasi SKPD 

            Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

130 
Laporan 

130 
Laporan 

922.620.000,00 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

3 26 01 1.08   Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
 
Pemerintahan Daerah 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

12 Bulan 12 Bulan 5.485.549.532,00 

3 26 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

            Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

735.878.900,00 

3 26 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

            Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

8 
Laporan 

8 Laporan 458.757.600,00 

3 26 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

            Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

3.445.665.313,00 

3 26 01 1.09   Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Kantor yang 
Berfungsi dengan Baik 

80 % 80 % 411.698.000,00 

3 26 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

            Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

34 Unit 23 Unit 330.698.000,00 

3 26 02     PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Persentase 
Pengembangan Daya 
Tarik Wisata 

63,33 % 63,33 % 2.683.570.051,00 

3 26 02 1.01   Pengelolaan Daya 
Tarik Wisata Provinsi 

Persentase Daya Tarik 
Wisata yang dikelola 
(%) 

66,67 % 66,67 % 1.730.721.190,00 

3 26 02 1.01 0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

            Jumlah Lokasi Daya 
Tarik Wisata Unggulan 
Provinsi 

2 Lokasi 2 Lokasi 315.000,00 

3 26 02 1.01 0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi 

            Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Pengembangan Daya 
Tarik Wisata Provinsi 
yang sah dan legal 
ditetapkan Kepala 
Daerah 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

0,00 

3 26 02 1.02   Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Provinsi 

Persentase Kawasan 
Strategis yang Dikelola  

100 % 100 % 923.353.134,00 

3 26 02 1.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 
Provinsi 

            Jumlah Sarana dan 
Prasarana yang 
Tersedia dan 
Terpelihara dalam 
Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Provinsi 

4 Unit 4 Unit 779.353.134,00 

3 26 02 1.03   Pengelolaan Destinasi 
Pariwisata Provinsi 

Persentase Destinasi 
yang Dikelola 

100 % 100 % 2.112.733.245,00 

3 26 02 1.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 

            Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Provinsi yang Tersedia 
dan Terpelihara 

3 Unit 3 Unit 681.488.000,00 

3 26 02 1.03 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 

            Jumlah Orang 
Pengelola Pariwisata 
Strategis Provinsi yang 
Dikembangkan 

120 
Orang 

168 
Orang 

846.674.420,00 

3 26 02 1.03 0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 

            Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata 
Provinsi 

1 
Laporan 

1 Laporan 177.739.497,00 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

3 26 02 1.04   Penetapan Tanda 
Daftar Usaha 
Pariwisata Lintas 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Persentase 
Rekomendasi Tanda 
Daftar Usaha 
pariwisata yang 
Ditertibkan 

100 % 100 % 478.600.000,00 

3 26 02 1.04 0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko 
Menengah Rendah 

            Jumlah usaha yang 
dibina dan diawasi 

10 Usaha 10 Usaha 107.600.000,00 

3 26 02 1.04 0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Tingkat Risiko Menengah Tinggi) 

            Jumlah Industri/Usaha 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang 
Memperoleh Perizinan 
Berusaha Berbasis 
Risiko (Tingkat 
Menengah Tinggi) 

10 Unit 
Usaha 

10 Unit 
Usaha 

90.400.000,00 

3 26 02 1.04 0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi 

            Jumlah Laporan 
Pengelolaan Investasi 
Pariwisata Provinsi 

1 
Laporan 

1 Laporan 0,00 

3 26 03     PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

Rata - rata lama 
tinggal Wisatawan 
Nusantara 
Rata - rata lama 
tinggal Wisatawan 
Mancanegara  

1,65 
2,70 Hari 
Hari 

1,65 
2,70 Hari 
Hari 

4.517.052.956,00 

3 26 03 1.01   Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar 
Negeri Daya Tarik, 
Destinasi dan 
Kawasan Strategis 
Pariwisata Provinsi 

Persentase Pemasaran 
Pariwisata Dalam dan 
Luar Negeri yang 
Terlaksana 

100 % 100 % 4.805.608.966,00 

3 26 03 1.01 0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 

            Jumlah Dokumen Hasil 
Penguatan Promosi 
Melalui Media Cetak, 
Elektronik, dan Media 
Lainnya Baik Dalam 
dan Luar Negeri 

9 
Dokumen 

10 
Dokumen 

3.395.867.056,00 

3 26 03 1.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

            Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

6 
Dokumen 

6 
Dokumen 

283.143.430,00 

3 26 03 1.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 

            Jumlah Kegiatan 
Pemasaran Pariwisata 
Baik Dalam dan Luar 
Negeri 

5 
Kegiatan 

5 
Kegiatan 

838.042.470,00 

3 26 04     PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF 
MELALUI 
PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Persentase Pelaku 
ekonomi kreatif yang 
berkembang 

88 % 88 % 4.913.212.051,00 

3 26 04 1.01   Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Kota 
Kreatif 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Kota Kreatif 
yang Berfungsi dengan 
Baik 

88 % 88 % 3.734.227.431,00 

3 26 04 1.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif 

            Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengembangan Ruang 
Kreasi dan Jaringan 
Orang Kreatif 

3 
Laporan 

3 Laporan 106.500.000,00 

3 26 04 1.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 

            Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronissi 
Peningkatan Usaha 
Kreatif Terutama bagi 
Usaha Pemula 

1 
Laporan 

1 Laporan 80.674.517,00 

3 26 04 1.01 0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik 

            Jumlah dokumen 
promosi yang 
dilakukan dalam 
rangka  Perluasan 
Akses Pasar Produk 
Kreatif Baik Pasar 
Ekspor dan Pasar 
Domestik 

3 
Dokumen 

2 
Dokumen 

3.213.312.054,00 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

3 26 04 1.02   Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 
Kreatif  

Persentase Subsektor 
Ekonomi Kreatif yang 
Dikembangkan 

80 % 80 % 2.117.284.600,00 

3 26 04 1.02 0005 Pengembangan Sistem Pemasaran 

            Jumlah Dokumen Hasil 
Pengembangan Sistem 
Pemasaran Ekonomi 
Kreatif 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

99.900.000,00 

3 26 04 1.02 0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 

            Jumlah Dokumen Hasi 
Monitoring dan 
Evaluasi 
Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 
Kreatif 

10 
Dokumen 

10 
Dokumen 

413.520.000,00 

3 26 04 1.02 0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 

            Jumlah Dokumen 
Rencana Aksi 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 
Daerah 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

0,00 

3 26 04 1.02 0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 

            Jumlah produk Hasil 
Pencatatan atas Hak 
Cipta dan Hak Terkait, 
Pendaftaran Hak 
Kekayaan Industri 
kepada Pelaku 
Ekonomi Kreatif 

3 Produk 3 Produk 31.000.000,00 

3 26 04 1.02 0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif 

            Jumlah Infrastruktur 
Ekonomi Kreatif 

1 Unit 1 Unit 968.305.480,00 

3 26 05     PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 
EKONOMI KREATIF 

Persentase SDM 
Parekraf yang 
Tersertifikasi  

66 % 66 % 3.901.763.938,00 

3 26 05 1.01   Pelaksanaan 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 
Tingkat Lanjutan 

Persentase Pelaku 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif yang 
Meningkat 
Kapasitasnya 

64 % 64 % 5.327.614.054,00 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

3 26 05 1.01 0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 

            Jumlah Orang yang 
Mengikuti Fasilitasi 
Sertifikasi Kompetensi 
bagi Tenaga Kerja 
Bidang Pariwisata 

590 
Orang 

590 
Orang 

2.031.167.638,00 

3 26 05 1.01 0008 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 

            Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Proses Kreasi, 
Produksi, Distribusi 
Konsumsi, dan 
Konservasi Ekonomi 
Kreatif 

5 
Laporan 

5 Laporan 236.029.100,00 

3 26 05 1.01 0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 

            Jumlah Masyarakat 
yang memperoleh 
Pemberdayaan dan 
Pembinaan 
Masyarakat untuk 
pengembangan 
Pariwisata 

200 
Orang 

200 
Orang 

763.769.750,00 

3 26 05 1.01 0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 

            Jumlah SDM Ekonomi 
Kreatif yang mendapat 
Fasilitasi 
Pengembangan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 
Ekonomi Kreatif 

80 Orang 80 Orang 627.457.056,00 

3 26 05 1.01 0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

            Jumlah Laporan Hasil  
Monitoring dan 
Evaluasi 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif 

4 
Laporan 

4 Laporan 111.627.620,00 

3 26 05 1.02   Pengembangan 
Kapasitas Pelaku 
Ekonomi Kreatif 

Persentase Pelaku 
Ekraf yang 
Berkembang 
Kapasitasnya 

66 % 66 % 1.159.400.000,00 

3 26 05 1.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan / Program / 

Kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Program / 
Kegiatan / Sub 

Kegiatan 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) 

Sebelum Sesudah RKPD Perubahan 2025 

            Jumlah Orang yang 
mengikuti Pelatihan, 
Bimbingan Teknis, dan 
Pendampingan 
Ekonomi Kreatif 

60 Orang 60 Orang 131.712.774,00 

J U M L A H 37.833.071.550,00 

 

 Dinas Pariwisata terdampak dalam efisiensi yang meliputi pada 

belanja-belanja yang bersifat aksesoris untuk dialihkan belanja-belanja 

yang bersifat produktif dalam upaya perwujudan visi, misi dan program 

unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030 

Efisiensi terdapat pada perjalanan dinas yang sering kali menjadi salah 

satu pos anggaran terbesar. Namun, dengan semangat efisiensi, Dinas 

Pariwisata Kalimantan Timur mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat. 

Misalnya, prioritas utama diberikan pada perjalanan dinas yang benar-

benar esensial dan berdampak langsung pada peningkatan pariwisata 

daerah, seperti promosi di skala nasional. 

Pos anggaran lain yang tak luput dari sorotan adalah pengadaan 

seminar kit. Sebelumnya, seminar kit sering kali berisi barang-barang yang 

kurang fungsional atau hanya menjadi aksesoris. Kini, orientasi bergeser. 

Seminar kit kini dipilih berdasarkan nilai kebermanfaatan dan kearifan 

lokal. Seperti tas kain dengan motif batik khas Kalimantan Timur atau 

tumbler yang bisa digunakan kembali. Pendekatan ini tidak hanya 

mengurangi sampah plastik dan limbah, tetapi juga secara langsung 

mempromosikan dan mendukung ekonomi kreatif di kalangan masyarakat 

setempat. 

 Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Dinas Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
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1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian 

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor. 

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

1.6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

1.6.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.6.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1.6.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

2.1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 
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Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

2.1.1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 

2.2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

2.2.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis 

Pariwisata Provinsi 

2.3. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

2.3.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 

2.3.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata 

Provinsi 

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Provinsi 

2.4. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

2.4.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan 

Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko 

Menengah Rendah 

2.4.2. Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Tingkat Risiko Menengah Tinggi) 

2.4.3. Pengelolaan Investasi PariwisataProvinsi 

3. Program Pemasaran Pariwisata 

3.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

3.1.1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata 
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3.1.3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan 

Luar Negeri 

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

4.1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi 

dan Jaringan Orang Kreatif 

4.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif 

Terutama bagi Usaha Pemula 

4.1.3. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor 

maupun Pasar Domestik 

4.2. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

4.2.1.  Pengembangan Sistem Pemasaran 

4.2.2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Kreatif 

4.2.3. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 

4.2.4. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif 

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

5.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 

Sub Kegiatan yang dilaksanakan : 

5.1.1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang 

Pariwisata 

5.1.2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan 

Konservasi Ekonomi Kreatif 

5.1.3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk 

Pengembangan Pariwisata 

5.1.4. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Ekonomi Kreatif 

5.1.5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

5.2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 
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5.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi 

Kreatif 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 

 

 

 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-

RKPD) Tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026. 

 

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur diberikan amanah dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata 

bedasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya 

Dinas Pariwisata berdasarkan pada tujuan, sasaran, dan Program Kerja yang telah 

ditetapkan.. 

 

Untuk selanjutnya tataran indikator kinerja utama ini perlu untuk dibahas lebih 

lanjut agar terdapat penajaman-penajaman yang sesuai dengan perkembangan 

Pariwisata Kalimantan Timur dengan melihat isu-isu nasional yang berkembang.  

 

Akhirnya dengan harapan Dinas Pariwisata tentunya dapat menyumbangkan 

pembangunan kepada masyarakat menjadi lebih maju dan meningkat dibidang 

Pariwisata 

 

 



Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan

berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Cubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman

bagr seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana
program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MASUD

sesuai dengan
DAERAH . KALTIM

ttd

s12 198903 2 009

Saiinan

BIRO

NIP. 1


